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A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah mengikuti regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat merupakan salah satu instansi pemerintah satuan kerja di
bawah naungan Mahkamah Agung RI, bersama dengan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebagai salah satu Pengadilan
Negeri di DKI Jakarta yang telah mematuhi regulasi tersebut, Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah menerapkan kebijakan untuk mempekerjakan
setidaknya 2% pegawai penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat juga telah meraih penghargaan langsung dari Menteri Sosial sebagai
pengakuan atas komitmennya dalam mendukung integrasi penyandang
disabilitas dalam lingkungan kerja.

Implementasi Pengarusutamaan Disabilitas di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sudah terlaksana dengan baik, mulai darin sistem perekrutan
pegawai penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah
dengan menunggu arahan dari Mahkamah Agung RI, karena semua CPNS
di lingkungan pengadilan harus melalui arahan tersebut. Saat ini,
Mahkamah Agung RI belum memberikan persetujuan kepada Pengadilan
Negeri di DKI Jakarta untuk merekrut pegawai penyandang disabilitas.
Namun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ingin menunggu
lebih lama lagi, sehingga mengambil inisiatif untuk membuka lowongan
pekerjaan khusus bagi penyandang disabilitas. Proses ini didukung oleh
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA). Pegawai
penyandang disabilitas yang direkrut melalui inisiatif ini tidak masuk dalam
kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan sebagai Pegawai
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Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan kontrak kerja berjangka
waktu satu tahun. Kontrak tersebut dapat diperpanjang jika kinerja yang
ditunjukkan pegawai tersebut dinilai baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sangat peduli terhadap isu
penyandang disabilitas. Tidak hanya untuk tamu pengadilan, tetapi juga
bagi pegawai penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
mereka mendapatkan hak-hak yang setara dan tidak mengalami
diskriminasi. Pengadilan ini menerapkan lingkungan kerja yang ramah
terhadap penyandang disabilitas, menjadikannya sebagai contoh inklusi
yang sangat baik bagi pegawai dengan disabilitas. Selain itu, Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk
memudahkan penyandang disabilitas, termasuk pegawai mereka, guna
menciptakan kepuasan dan kenyamanan kerja yang optimal. Sarana tersebut
antara lain meliputi lift dengan tombol yang mudah dijangkau bagi kaum
rentan, toilet khusus disabilitas, ruang sidang yang dilengkapi untuk
disabilitas, pelayanan prioritas untuk disabilitas, serta jalur panduan
(quiding block).

Dasar kebijakan sarana prasarana yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Dirjen,
Peraturan Mahkamah Agung, serta beberapa pedoman yang relevan.
Namun, dalam implementasinya, jika ada regulasi terkait perubahan atau
penambahan sarana prasarana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus
menunggu setidaknya satu tahun untuk meminta anggaran baru sebelum
dapat melaksanakan pengimplementasiannya. Proses ini memastikan bahwa
semua perubahan atau penambahan sarana prasarana dilakukan secara
transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sejauh ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjukkan
komitmen yang kuat dalam inklusi, baik untuk tamu pengadilan maupun

pegawai penyandang disabilitas. Prestasinya terbukti dengan predikat baik
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dalam pelayanan dan kepuasan tamu pengadilan, serta berhasil menjadikan
instansi mereka sebagai teladan dalam menerapkan lingkungan kerja yang
ramah terhadap disabilitas. Hal ini tercermin dalam upaya mereka untuk
terus meningkatkan aksesibilitas fasilitas, memastikan keadilan dalam
rekrutmen dan pengembangan Karir, serta memberikan perlindungan dan
dukungan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar

belakang atau kondisi mereka.
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A. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan
saran-saran yang diberikan untuk dapat membantu Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam menghadapi kendala maupun hal lainnya agar dapat
meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kerja dan membangun citra
positif, diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan yang proporsional dalam rekrutmen
pegawai penyandang disabilitas untuk memberikan peluang lebih luas
kepada penyandang disabilitas yang belum atau tidak dapat mengikuti
tes CPNS karena berbagai alasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk
mendorong inklusi dan kesempatan yang setara bagi seluruh individu
di masyarakat.

2. Pembangunan lingkungan yang ramah disabilitas, diawali dengan
penyusunan Disability Anlysis Pathway. Serta roadmap perencanaan
dan manajemen SDM disabilitas

3. Memberikan support pada pegawai disabilitas melalui penyediaan
sarana dan prasarana yang akomodatif bagi pegawia disabilitas

4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua pegawai tentang
Pengarusutamaan Disabilitas (PUD)

Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan menerapkan
rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan kesenjangan antara jumlah kuota
yang dialokasikan dan realisasi keterisian PNS penyandang disabilitas dapat
diminimalkan. Hal ini tidak hanya akan memenuhi kuota yang telah
ditetapkan, tetapi juga akan memastikan bahwa penyandang disabilitas
memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk berkontribusi dalam
pelayanan publik dan pembangunan negara. Meningkatkan partisipasi
penyandang disabilitas dalam sektor publik akan membawa manfaat luas,
termasuk diversifikasi tenaga kerja, peningkatan inovasi, dan penciptaan

lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah.
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